Konstruksi Kekerasan Politik Mahasiswa Makassar

ABSTRAK

Kekerasan mahasiswa di kota Makassar, dalam beberapa tahun belakangan menjadi suatu kajian yang menarik. Terlebih untuk kebutuhan analisis bagaimana kekerasan itu dipetakan dari berbagai sudut pandang mengenai faktor penyebab dan bagaimana kekerasan mahasiswa tersebut tereproduksi menjadi suatu tradisi. Fokus penelitian ini adalah pada fenomena kekerasan dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa di Kota Makassar, yang dalam penelitian ini hendak dipahami sebagai suatu bentuk kekerasan politik. Penelitian ini menggunakan Teori kekerasan (Johan Galtung) dan Teori kekerasan Politik (Robert Ted Gurr) sebagai landasan pemikiran. Sementara untuk metode penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. Setidaknya terdapat tiga (3) faktor yang menyebabkan mahasiswa di Kota Makassar melakukan kekerasan politik; (a) faktor kultural (kultur kekerasan), (b) sebagai pilihan rasional mahasiswa dalam menarik perhatian publik (penegasan identitas kolektif), dan (c) faktor politik, yang mengaitkan mahasiswa dengan pihak lain diliar mahasiswa sebagai patron kekerasan politik itu sendiri. Dalam konteks relasi (kultural) mahasiswa dengan patron kekerasan politik mahasiswa, terdapat pola-pola politis yang menjadi tradisi dalam dunia mahasiswa. Dalam hal ini, pola hubungan antara mahasiswa dan patron kekerasan politik mahasiswa merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Pola-pola tersebut selanjutnya menjadi potensi bagi kekerasan politik mahasiswa, sehingga siklus kekerasan politik di Kota Makassar terus berulang. Disamping itu, bahwa dominasi dan pluralitas etnis (kedaerahan) yang juga memiliki korelasi dengan kekerasan politik mahasiswa, yang menjadikan kekerasan etnis tersebut menjadi bagian dari kekerasan politik mahasiswa. Hal ini tentunya dapat menjadi acuan tentang bagaimana konstruksi dari kekerasan politik mahasiswa di Kota Makassar itu sendiri.
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ABSTRACT
Student violence in Makassar, in recent years become an interesting study. Especially for the needs analysis of how violence was mapped from a variety of viewpoints about the causes and how to reproduce the violent student become a tradition. This research focus is on the phenomenon of violence in the student demonstrations in the city of Makassar, which in this study was about to be understood as a form of political violence. This study uses a Theory of violence (Johan Galtung) and Theory Political Violence (Ted Robert Gurr) as a premise. As for the methods of the study, researchers used qualitative methods. There are at least three (3) factors that cause student in Makassar political violence; (a) cultural factors (culture of violence), (b) as a rational choice of students in the public interest (affirmation of collective identity), and (c) political factors , which links students with other parties diliar students as patron of political violence itself. In the context of relations (cultural) students with student patron of political violence, there are political patterns that become a tradition in the world of students. In this case, the relationship between the student and the patron is a student of political violence mutually beneficial relationship. These patterns then become a potential for violence student politics, and so the cycle of political violence in Makassar keep repeating. In addition, that domination and ethnic plurality (regional) which also has a correlation with student political violence, ethnic violence which makes it become part of the student political violence. This could definitely be a reference to how the construction of student political violence in Makassar itself.
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Pendahuluan
Kekerasan mahasiswa di kota Makassar, dalam beberapa tahun belakangan menjadi suatu kajian yang menarik. Terlebih untuk kebutuhan analisis bagaimana kekerasan itu dipetakan dari berbagai sudut pandang mengenai faktor penyebab dan bagaimana kekerasan mahasiswa tersebut tereproduksi menjadi suatu tradisi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun (2001-2011), tingkat kekerasan mahasiswa di Kota Makassar menunjukkan intensitas yang beragam. Intensitas kekerasan (konflik) mahasiswa yang cukup beragam ini, menciptakan sirkuit kekerasan di kalangan mahasiswa, tentang cara-cara penyelesaian masalah dengan tindak kekerasan (Martanto, 2011: 26). 
Sementara itu, pada realitas sosio-politik, mahasiswa Makassar kerap melakukan aksi demonstrasi yang secara umum memiliki ciri tersendiri jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Dalam hal ini, mahasiswa di kota Makassar mempunyai sedikit perbedaan metode dalam menyampaikan aspirasinya di ruang publik. Aksi-aksi kekerasan seperti menutup jalan, membakar ban bekas, konfrontasi dengan aparat keamanan bahkan warga (masyarakat) sekalipun, merupakan hal-hal yang dianggap sudah biasa, dan dapat dengan mudah kita temukan pada kebanyakan aksi demonstrasi mahasiswa yang di kota Makassar.

Dalam dimensi ilmu politik, aksi demonstrasi massa (mahasiswa) yang substansinya lebih kepada mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, dengan metoda aksi-aksi vandal seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, bentrok dengan aparat keamanan, yang terdapat pada kebanyakan aksi demonstrasi mahasiswa di Kota Makassar yang tentunya sangat diluar dari batas kewajaran, dapat digolongkan sebagai partisipasi politik non-konvensional (Surbakti, 1992: 140-142).

Dalam bingkai tersebut, fenomena demonstrasi mahasiswa di Kota Makassar yang sarat dengan aksi-aksi kekerasan, hendak dipahami sebagai suatu kekerasan politik oleh mahasiswa. Dalam hal ini, aksi-aksi kekerasan politik seperti yang tampak pada realitas, timbul bukan tanpa alasan. Bahwa kompleksitas persoalan kekerasan politik mahasiswa di Kota Makassar merupakan konstruksi dari aspek kultural (kultur kekerasan) mahasiswa di internal kampus, dan aspek politis yang melingkupi kehidupan mahasiswa dan organisasi mahasiswa di eksternal kampus. Sehingga, penelitian ini berupaya melakukan konstruksi tentang kekerasan politik mahasiswa di Kota Makassar. Dalam hal ini, aksi-aksi kekerasan mahasiswa dalam melakukan demonstrasi merupakan wujud dari karakteristik mahasiswa, yang memiliki pola-pola dan proses politik tertentu, yang telah menjadi tradisi dalam dinamika sosial-politik mahasiswa di Kota Makassar.
Kajian Teoritik
Penelitian ini menggunakan perspektif teori kekerasan dalam menganalisis fenomena kekerasan politik mahasiswa di Kota Makassar. Konteks kekerasan menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi dua; yaitu kekerasan personal (terbuka) dan kekerasan structural (tertutup). Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. 

Galtung (2003: 438) membagi tipologi atau bentuk kekerasan menjadi tiga, yaitu kekerasan langsung (personal), kekerasan kultural, dan kekerasan structural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa; kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sebuah sesuatu yang bersifat permanen. Lebih lanjut, menurut Galtung (dalam Windhu, 1992:77), satu jenis kekerasan tidak mengandaikan kehadiran nyata jenis kekerasan lainnya. Namun, juga diakui bahwa kemungkinan kekerasan structural nyata mengandaikan kekerasan potensial tersembunyi. Misalnya, jika struktur terancam, mereka yang mendapat keuntungan dari kekerasan structural, terutama mereka yang berada pada posisi puncak akan berusaha mempertahankan status quo untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Mereka ini bisa saja tidak tampil terang-terangan untuk membela struktur, tetapi dengan menggunakan “alat” untuk memerangi sumber-sumber kekacauan, sementara mereka sendiri tetap tinggal jauh terasing dan terpencil dari pergolakan kekerasan personal. Sementara itu, kekerasan kultural bertalian dengan aspek-aspek budaya dan dapat digunakan dalam menjustifikasi kekerasan personal dan kekerasan structural. Secara garis besar, kekerasan cultural membuat kekerasan personal dan kekerasan structural menjadi terlihat, dirasakan, dan benar.

Dalam ranah politik, konteks kekerasan dapat dikaitkan dengan gagasan tentang hubungan dominasi yang terlegitimasi dan tidak terlegitimasi. Max Weber menyatakan bahwa Negara dibangun diatas dasar sarana kekerasan yang legitimate, atau yang dianggap legitimate. Pendapat tersebut didukung pula oleh Mills, yang menyatakan bahwa semua politik adalah perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, dan model akhir kekuasaan adalah kekerasan (Steger & Lind, dalam Santoso, 2002: 23). Kekuasaan dan Kekerasan, adalah dua konsep yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, kekuasaan selalu bergantung terhadap jumlah dukungan, dan kekerasan dapat muncul sebagai suatu bentuk dukungan terhadap suatu pihak yang membutuhkan dukungan tersebut. 


Sementara itu, Gurr (1970: 3-4) mendefinisikan kekerasan politik sebagai serangan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap rezim politik, para actor politiknya termasuk kelompok-kelompok politik yang bersaing, maupun para pejabat atau kebijakan-kebijakannya. Lebih lanjut, menurut Gurr, kekerasan itu muncul sebagai akibat terciptanya deprivasi relatif, yakni terdapatnya kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (expectations) dengan sesuatu yang diperoleh (reality). Semakin lebar jarak kesenjangan antara ekspektasi dengan apa apa yang diperoleh akan semakin besar pula peluang terjadinya konflik dan kekerasan.

Pembahasan
Kekerasan politik merupakan aksi-aksi kekerasan oleh mahasiswa yang dilakukan dalam aksi demonstrasi dan dalam konteks tertentu berorientasi untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dalam hal ini, mahasiswa yang memiliki relasi luas diluar kehidupan kampus, dan organisasi mahasiswa yang tentunya memiliki massa (mahasiswa), acap menjadi media untuk menyalurkan bentuk-bentuk kekerasan politik. Sejalan dengan itu, relasi kultural-politik mahasiswa dengan tokoh-tokoh (elite) politik, menjadikan hubungan patron-klien antara keduanya dalam konteks kekerasan politik semakin kuat. Massa mahasiswa acap mengeksploitasi isu-isu atau wacana publik yang sedang berkembang, melakukan aksi demonstrasi yang vandal, demi untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan politik tertentu. 
Dalam penelitian ini, mahasiswa sebagai kelompok orang yang berasal dari berbagai daerah (etnis/suku) yang berkumpul dalam suatu institusi pendidikan. Terkait hal itu, penelitian ini menganalisa secara teoritik, dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada persoalan mengapa mahasiswa ajek menggunakan aksi kekerasan dalam demonstrasi, dan bagaimana pembentukan karakteristik mahasiswa secara kultural, sehingga mereproduksi pola-pola tingkah laku mahasiswa yang berwujud kekerasan politik, dalam kontestasi kehidupan politik mahasiswa di kota Makassar.

Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Politik Mahasiswa
Kekerasan politik mahasiswa yang ajek terjadi di Kota Makassar, dalam analisis ini juga memiliki keterkaitan dengan ciri dan kultur masyarakat suku Bugis-Makassar. Dalam hal ini, kekerasan politik mahasiswa tentunya tidak timbul dengan sendirinya, namun terdapat faktor-faktor yang menjadi pemicu timbulnya hal-hal tersebut. Salah satunya, tidak lain ialah faktor kultural (kultur kekerasan). 

Secara eksplisit, analisis ini bukan mengaitkan bahwa budaya suku Bugis-Makassar merupakan penyebab dari kekerasan politik mahasiswa, namun lebih kepada nilai-nilai budaya yang kurang mengakar pada pola-pola regenerasi dalam kultur masyarakat suku Bugis-Makassar. Aspek kultural yang menjadi pemicu kekerasan politik mahasiswa di Kota Makassar, tidak  sepenuhnya dialamatkan pada nilai-nilai dan ciri budaya suku Bugis-Makassar, namun lebih kepada kesalahan kaum muda (mahasiswa) dalam menafsirkan nilai-nilai budaya tersebut, dalam hal ini budaya siri’ (malu), yang ditafsirkan secara sempit sebagai budaya yang mengajarkan nilai-nilai kekerasan (tidak mau dipandang remeh; harga diri), sehingga membentuk karakteristik dan pola-pola perilaku keras dalam kontestasi kehidupan mahasiswa sebagai aktor intelektual muda. Pola-pola perilaku keras tersebut itulah yang selanjutnya di-regenerasi sebagai suatu nilai dan identitas mahasiswa secara kolektif.  


Seperti yang telah dijelaskan diatas, nilai-nilai budaya (siri’) pada proses regenerasinya tidak mengakar secara sepenuhnya pada generasi muda (mahasiswa) di Kota Makassar, sehingga hal-hal tersebut membentuk suatu karakteristik dan pola-pola perilaku mahasiswa, yang pada akhirnya menjadikan itu sebagai suatu kultur yang baru. Penegasan harga diri, tidak mau dipandang remeh, dan lain sebagainya teradopsi kedalam kehidupan sosio-kultural politik mahasiswa.


Demikian pula dengan fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, terhadap pemerintah, yang mengharuskan mahasiswa untuk mengawal apirasi masyarakat dan mengkritisi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang bersifat tidak pro-rakyat. 

Dalam konteks ini, karakteristik mahasiswa yang cenderung keras dan kasar, teradopsi dalam metoda mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka. Demonstrasi mahasiswa sebagai suatu bentuk penyampaian aspirasi mereka secara kolektif di ruang publik, secara umum seringkali berujung pada aksi-aksi kekerasan dan pengrusakan fasilitas umum. Hal-hal tersebut tentunya sudah melenceng jauh dari substansi aksi demonstrasi itu sendiri, yang secara umum yaitu untuk membawa masyarakat kepada arah yang lebih baik. aksi-aksi kekerasan dalam demonstrasi juga lebih bersubstansi pada penegasan identitas kolektif mahasiswa sebagai salah satu kekuatan politik (di Kota Makassar), yang terinfiltrasi kedalam aktivitas sosio-politik mahasiswa. Atau dalam pengertian lain, mereka ingin menunjukkan bahwa demonstrasi merupakan “panggung” bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan kolektif mereka.

Persoalan kekerasan juga dipicu oleh habitus mahasiswa diluar kampus. Data di lapangan menunjukkan bahwa lingkungan mahasiswa diluar kampus, baik itu organisasi mahasiswa yang bersifat ideology atau pola-pola hubungan mahasiswa dengan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik, acap menggunakan mahasiswa sebagai salah satu sarana untuk mencapai kepentingan-kepentingan kelompok mereka. aksi-aksi kekerasan dalam domonstrasi juga tidak lepas dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu, yang dengan sengaja “menunggangi” aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan memasukkan kepentingan kelompok mereka, atau menggunakan aksi kekerasan dalam demonstrasi tersebut sebagai sebuah pengalihan isu terhadap suatu wacana yang sedang berkembang di masyarakat

Kecenderungan aksi-aksi kekerasan mahasiswa di kota Makassar untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya, baik secara sengaja maupun tidak, telah melemahkan kearifan kultur lokal. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi rentan dan dirugikan dengan perilaku mahasiswa itu. Euforia yang berlebihan dalam melakukan aksi demonstrasi menciptakan suatu kondisi dimana atmosfer kultural-politik mahasiswa di Kota Makassar memiliki karakteristik yang keras dan vandal. Sekali lagi, bukan nilai-nilai budaya yang membentuk itu semua, melainkan kesalahan dalam menginterpertasi nilai budaya itu sendiri. Sehingga, kekerasan mahasiswa secara umum cenderung mengartikulasikan kepentingan yang sempit oleh kelompok mahasiswa (identitas kolektif) itu sendiri, atau oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. 

Menelaah faktor-faktor penyebab kekerasan politik mahasiswa seperti yang telah disebutkan diatas, kekerasan politik mahasiswa yang kerap terjadi di Kota Makassar bukan berdiri sendiri, namun terbentuk oleh banyak faktor. Selanjutnya, oleh kelompok-kelompok tertentu kekerasan politik tersebut dijadikan sebagai ”alat” untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu, sehingga kaitan antara kekerasan mahasiswa dalam melakukan aksi demonstrasi dan faktor-faktor politis yang melatarbelakanginya, dapat menggambarkan bagaimana pola-pola kekerasan politik mahasiswa di Kota Makassar. 

Pluralitas Etnis di Internal Kampus
Persoalan kekerasan politik mahasiswa di internal kampus juga dipengaruhi oleh pluralitas etnis suku/kedaerahan di kampus-kampus di Kota Makassar. Kampus merupakan suatu institusi yang di dalamnya terdapat berbagai macam orang yang tentunya berasal dari berbagai daerah. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai aktor kekerasan politik juga tentunya berasal dari berbagai daerah/etnis. Keberagaman etnis/suku yang mewarnai kontestasi kehidupan kultural-politik di kampus-kampus di Kota Makassar, secara horizontal menimbulkan ego-ego antar mahasiswa, yang didasarkan pada aspek tersebut. 

Pluralitas etnis di internal kampus-kampus di Kota Makassar lebih terpetakan berdasarkan daerah asal (kabupaten) mahasiswa. Dalam hal ini, bukan suku (bugis-makassar) yang menjadi pembeda, tapi lebih kepada daerah, yang akhirnya diruncingkan dengan eksistensi Organda-Organda (Organisasi Mahasiswa yang bersifat Kedaerahan) sebagai Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus. Sesuai dengan penuturan informan diatas, dari keseluruhan Organda yang mewarnai dinamika politik mahasiswa, adalah Organda Bone (bugis) dan Palopo (bugis-makassar) yang memiliki dominasi dalam internal kampus-kampus besar di Kota Makassar.

Pemahaman tentang pluralitas etnis di Internal kampus-kampus di Kota Makassar menjadi penting, dalam kaitannya tentang kekerasan politik mahasiswa. Dalam hal ini, dimensi kultural-politik yang menjadi bahasan dalam penelitian ini tentunya memerlukan gambaran menyangkut aspek kesukuan/kedaerahan (etnis) dalam kehidupan politik mahasiswa di internal kampus.

Dalam konteks kultural-politik, kekerasan politik mahasiswa pada analisis ini hendak dipahami sebagai sebuah kultur yang mewarnai dinamika politik mahasiswa, baik didalam maupun diluar kampus. Secara organisasi, pemetaan mahasiswa sebagai aktor dari kekerasan politik di Kota Makassar ialah; Organisasi Mahasiswa yang berbasis Ideology (HMI, PMII, KAMMI), dan Organisasi Mahasiswa yang bersifat kedaerahan (Organda).

Masih dalam bingkai kultural, konsep siri’ yang menjadi cirri khas suku bugis-makassar yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas yang tinggi terhadap suku bugis-makassar, menjadikan suatu fenomena tersendiri bagi kehidupan kampus di Kota Makassar. Organda sebagai suatu Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus, seringkali mewarnai kehidupan politik mahasiswa, dan pola-pola pergerakan mereka hampir sama dengan Organisasi lainnya yang berbasis ideology. Yang menjadi titikberat dari analisis ini ialah eksistensi Organda sebagai salahsatu organisasi mahasiswa yang acap menjadi actor-aktor kekerasan mahasiswa itu sendiri.


Dalam konteks peran aktif Organda dalam kehidupan politik mahasiswa di internal kampus, menurut wawancara peneliti dengan salah satu informan, menujukkan bahwa Organda juga memiliki suatu kekuatan tersendiri dan dikenal sebagai organisasi yang anarkis dalam tataran kampus. Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, adalah Organda Bone dan Palopo yang dominan dalam skala kuantitas anggota, yang menjadikan keduanya memiliki dominasi.

Sehingga, aksi-aksi kekerasan mahasiswa dapat diasumsikan sebagai bagian dari kekerasan etnik yang menunjukkan karakeristik dari kekuatan etnik-etnik tertentu, dimana mahasiswa sebagai aktornya. Atau dalam konteks internal kampus, kekerasan mahasiswa merupakan reproduksi dari kekerasan etnik.

Elit Politik; Patron Kekerasan Politik Mahasiswa
Ada beberapa kategori kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang di setting, dan kekerasan yang tidak di setting. Kekerasan yang di setting cenderung mempertontonkan aksi-aksi kekerasan (vandal) yang berujung pada tindak pengrusakan terhadap benda/barang, atau dalam hal ini fasilitas umum. Cakupan tuntutannya sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik, baik lokal maupun nasional. Sementara kekerasan yang tidak di setting lebih mengarah pada tuntutan mengenai hal-hal yang mengarah pada kepentingan umum, dan objek kekerasannya seringkali berpola; bentrok mahasiswa dengan aparat keamanan.
Dalam analisis ini, elite politik (non-kampus) memiliki peran dalam merekayasa kekerasan politik mahasiswa. Elite politik yang dimaksudkan disini adalah para politisi lokal atau pula para pegawai/pejabat pemerintahan dan anggota DPRD yang secara kekerabatan (organisasi) memiliki hubungan yang kuat dengan mahasiswa. Bahwa relasi yang terbangun antara elite politik dan mahasiswa berimplikasi pada mahasiswa, yang acap menjadi subordinat para politisi.

Sebagai Patron kekerasan politik, elite politik disini menggunakan kekerasan mahasiswa sebagai sarana mereka untuk mencapai suatu tujuan tertentu, atau dalam hal ini kepentingan politik mereka. Wawancara singkat peneliti dengan beberapa informan yang merupakan anggota ORMAS (Organisasi Masyarakat) Pemuda Pancasila (PP) Sektor Makassar Kota, mencontohkan demonstrasi mahasiswa beberapa tahun silam (sekitar tahun 1996) yang dikenal sebagai Peristiwa AMARAH (April Makassar Berdarah) yang oleh informan disebut-sebut sebagai demonstrasi mahasiswa yang ”ditunggangi” para elite politik. Selanjutnya ada pula peristiwa serbu-menyerbu antara mahasiswa dan aparat polisi yang berlangsung selama beberapa hari, yang berujung pada pencopotan Kapolda Sul-Sel Irjen Yusuf Manggabarani, pada 2004 lalu.

Organisasi mahasiswa tentunya membutuhkan ”pegangan” politik sebagai sarana untuk memperkuat gerakan mereka, atau untuk kepentingan masa depan mereka. Sehingga mahasiswa yang tergabung dalam organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus tentunya menjalin komunikasi yang intens dengan para politisi, yang diwadahi oleh organisasi mahasiswa itu sendiri. Adanya pola-pola share interest (berbagi kepentingan) antara mahasiswa dengan para elite politik juga mewarnai hubungan diantara keduanya. Secara implisit, kekerasan mahasiswa yang kerap terjadi dalam demonstrasi di Kota Makassar, oleh patron kekerasan politik dapat menjadi ”alat” bagi mereka untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Bentuk kongkrit kepentingan tersebut dapat berupa pengalihan isu, kepentingan kekuasaan dari berbagai kelompok elite, atau dapat berupa kepentingan pemilukada. 

Konstruksi Kekerasan Politik dan Implikasinya terhadap Mahasiswa
Mahasiswa sebagai aktor kekerasan politik, tentu memiliki faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Secara kultural, pamahaman yang sempit terhadap nilai-nilai budaya (siri’), teradopsi kedalam pola-pola perilaku mahasiswa, yang pada akhirnya membentuk karakteristik tersendiri dari mahasiswa Makassar. Maskulinitas yang acap dipertunjukkan dengan aksi-aksi vandal dan brutal dalam demonstrasi mahasiswa, selanjutnya dalam penelitian ini dipahami sebagai kekerasan politik oleh mahasiswa. 
Kekerasan tertutup mahasiswa yang terjadi di internal organisasi, berdampak pada dipraktikkannya perilaku kekerasan tersebut oleh mahasiswa pada berbagai aktivitas politik yang berwujud kekerasan terbuka diluar organisasi. Berbagai aksi-aksi kekerasan dalam demonstrasi; aksi-aksi pengrusakan terhadap fasilitas dan tempat umum, bentrok dengan aparat keamanan, menutup jalan, merupakan representasi kekerasan mahasiswa secara terbuka.

Selanjutnya, peran elite politik sebagai patron kekerasan politik mahasiswa, yang memiliki relasi dan pengaruh yang sampai pada kehidupan sosial mahasiswa di kampus, melalui organisasi mahasiswa. Elite politik yang juga dapat menjadi cantolan politik mahasiswa, acap menginfiltrasikan kepentingan-kepentingan mereka kedalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, atau menggunakan mahasiswa sebagai ”alat” untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Sehingga dalam konteks ini, demonstrasi mahasiswa bukan lagi mengartikulasikan kepentingan rakyat, namun lebih kepada kepentingan sempit elite politik atau kepentingan mahasiswa itu sendiri, untuk menegaskan identitas kolektif dari kelompok-kelompok mahasiswa.

Aksi-aksi kekerasan politik mahasiswa yang kerap terjadi di Kota Makassar bukan berdiri sendiri, namun terdapat faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Beberapa faktor tersebut ialah; (a) faktor kultural, dalam artian penafsiran secara sempit terhadap budaya siri’ oleh kaum muda (mahasiswa), yang membentuk pola perilaku yang “keras” dari mahasiswa itu sendiri, sehingga pola-pola perilaku “keras” tersebut itulah yang selanjutnya di-regenerasi sebagai suatu nilai baru, dan menjadi karakteristik mahasiswa Makassar. (b) sebagai penarik perhatian, dalam hal ini aksi demonstrasi oleh mahasiswa dianggap sebagai “panggung” bagi mereka untuk menegaskan identitas kolektif mereka, dan kekerasan seakan-akan menjadi pilihan rasional mereka untuk menarik perhatian publik, agar aspirasi mereka mendapat perhatian dari semua pihak. (c) faktor politik, dalam hal ini pada cakupan isu (wacana) dan momen-momen tertentu, aksi-aksi kekerasan tersebut secara faktual memiliki tujuan-tujuan politik yang mengaitkan mahasiswa dengan pihak lain diluar mahasiswa sebagai patron kekerasan politik. 


Dalam konteks faktor politik, pola hubungan dan komunikasi mahasiswa dengan elite politik di Kota Makassar yang secara umum diwadahi oleh organisasi mahasiswa, sedikit banyak membentuk pola-pola baru yang menjadi tradisi dalam dunia mahasiswa. Relasi antara elite politik dan mahasiswa bersifat saling menguntungkan, dalam artian, terjadi saling berbagi kepentingan diantara keduanya. Hal ini kemudian dapat merepresentasikan adanya kepentingan elite politik terhadap mahasiswa, dan begitupun sebaliknya. Kepentingan mahasiswa terhadap elite politik lebih kepada kepentingan masa depan mereka, atau secara lebih spesifik, elite politik dapat berfungsi sebagai patron yang dapat menjadi akses bagi mahasiswa setelah Ia menyelesaikan studinya, atau dalam hal ini, elite politik dapat menjadi salah satu alternative link yang dapat menyediakan profesi dalam bidang politik dan pemerintahan khususnya (DPRD, Pemerintahan Kota/Provinsi, dll). Kebutuhan akan hal ini bersambut dengan kepentingan elite politik dalam momen-momen tertentu, yang membutuhkan mahasiswa sebagai sarana penyalur kepentingan itu sendiri, apakah sebagai pengalih isu, sebagai penegasan basis massa, atau kepentingan pemilukada. Dalam praktiknya, terdapat reward (jaringan politik, jabatan politik, dan popularitas) yang bisa diberikan oleh patron kekerasan politik terhadap mahasiswa.  Reward  tersebut selanjutnya dapat menjadi potensi kekerasan itu sendiri (feedback), yang juga berkomplikasi dengan faktor-faktor pemicu kekerasan lainnya.
Penutup
Aksi-aksi kekerasan politik mahasiswa yang kerap terjadi di Kota Makassar bukan berdiri sendiri, namun terdapat faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Beberapa faktor tersebut ialah; (a) faktor kultural, dalam artian penafsiran secara sempit terhadap budaya siri’ oleh kaum muda (mahasiswa), yang membentuk pola perilaku yang “keras” dari mahasiswa itu sendiri, sehingga pola-pola perilaku “keras” tersebut itulah yang selanjutnya di-regenerasi sebagai suatu nilai baru, dan menjadi karakteristik mahasiswa Makassar. (b) sebagai penarik perhatian, dalam hal ini aksi demonstrasi oleh mahasiswa dianggap sebagai “panggung” bagi mereka untuk menegaskan identitas kolektif mereka, dan kekerasan seakan-akan menjadi pilihan rasional mereka untuk menarik perhatian publik, agar aspirasi mereka mendapat perhatian dari semua pihak. (c) faktor politik, dalam hal ini pada cakupan isu (wacana) dan momen-momen tertentu, aksi-aksi kekerasan tersebut secara faktual memiliki tujuan-tujuan politik yang mengaitkan mahasiswa dengan pihak lain diluar mahasiswa sebagai patron kekerasan politik. 

Secara konstruktif, kekerasan politik mahasiswa di Kota Makassar merupakan fenomena yang sudah menjadi tradisi dan memiliki pola-pola yang terus berulang. Dalam kehidupan sosio-politik mahasiswa, pola hubungan dan komunikasi mahasiswa dengan elite politik di Kota Makassar yang secara umum diwadahi oleh organisasi mahasiswa, sedikit banyak membentuk pola-pola baru yang menjadi tradisi dalam dunia mahasiswa. Relasi antara elite politik dan mahasiswa bersifat saling menguntungkan. Kepentingan mahasiswa terhadap elite politik lebih kepada kepentingan masa depan mereka, atau secara lebih spesifik, elite politik dapat menjadi salah satu alternative link yang dapat menyediakan profesi khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan (DPRD, Pemerintahan Kota/Provinsi, dll). Kebutuhan akan hal ini bersambut dengan kepentingan elite politik dalam momen-momen tertentu, yang membutuhkan mahasiswa sebagai sarana penyalur kepentingan itu sendiri; sebagai pengalih isu, sebagai penegasan basis massa, atau kepentingan pemilukada. Kondisi tersebut selanjutnya dapat menjadi potensi kekerasan itu sendiri, yang juga berkomplikasi dengan faktor-faktor pemicu kekerasan lainnya, sehingga pola-pola tersebut menjadi landasan bagi tradisi kekerasan politik mahasiswa di Kota Makassar.
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